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ABSTRAK 
 
Wahfiudin Nur Rizky  5116500208.“Peran Dinas Pelayanan Terpadu Dalam 
Rangka Mendukung Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten 
Tegal”. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengkaji peran Dinas Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu dalam rangka mendukung  pertumbuhan UMKM di Kabupaten Tegal. 
Untuk mengkaji faktor apasajakah yang mempengaruhi peran Dinas Pelayanan 
Terpadu Dalam rangka membina pertumbuhan UMKM di Kabupaten Tegal Jenis 
penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif, dengan mneggunakan 
pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara serta studi keperpustakaan dan analisis yang digunakan adalah analisis 
kualitatif. 
Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukan bahwa 
kemudahan perizinan untuk UMKM ini masih belum dapat terlaksana di semua 
daerah karena masih ada kepala daerah yang belum mengeluarkan aturan untuk 
mendelegasikan kewenangan penerbitan izin UMKM ke kecamatan. tentang adanya 
bantuan dana sebagai modal usaha yang diberikan dari pemerintah untuk UMKM, 
para pelaku UMKM dengan kategori jawaban sangat mengetahui sebanyak 20 (40.0 
%) responden, dan yang mengetahui sebanyak 30 (60.0 %) responden. 
Kata Kunci: Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Peran, Pertumbuhan. 
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ABSTRACT 
 
 Wahfiudin Nur Rizky 5116500208. "The Role of the Integrated Service 
Office in the Context of Supporting the Growth of Micro and Small and Medium 
Enterprises in Tegal Regency". This study aims: To examine the role of the One Stop 
Integrated Service Office in order to support the growth of MSMEs in Tegal 
Regency. To examine what factors influence the role of the Integrated Service Office 
In order to foster the growth of MSMEs in Tegal Regency The type of research in this 
thesis is a qualitative study, using a normative juridical approach. Data collection 
techniques used were interviews and library research and analysis used was 
qualitative analysis. 
 
 The results obtained in this study indicate that the ease of licensing for 
MSMEs still cannot be implemented in all regions because there are still regional 
heads who have not yet issued regulations to delegate the authority to issue MSME 
licenses to sub-districts. regarding the existence of financial assistance as venture 
capital provided by the government for MSMEs, MSME actors with the category of 
answers know very well as many as 20 (40.0%) respondents, and who know as many 
as 30 (60.0%) respondents. 
 
Keywords: Micro, Small and Medium Enterprises, Role, Growth. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Industri kecil mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat 
strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Mengingat 
peranannya dalam pembangunan, industri kecil harus terus dikembangkan dengan 
semangat kekeluargaan, saling isi mengisi, saling memperkuat antara usaha kecil 
dan besar dalam rangka pemerataan serta mewujudkan kemakmuran yang sebesar-
besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, 
pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama. Masyarakat sebagai pelaku utama 
pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, 
membimbing, melindungi serta menumbuhkan iklim usaha. 
1
  
Pentingnya peranan industri kecil dalam mengembangkan perekonomian 
nasional ditunjukkan dengan ditetapkannya Undang-Undang RI nomor 20 tahun 
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam Undang-Undang ini 
diatur bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu 
diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui 
pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, 
perlindungan dan pengembangan yang seluas-luasnya, sehingga mampu 
meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
                                                          
1
dheAnggreiniSaragi,  StrategiPengembangan Usaha Kecil Menengah Sektor Industri 
KerajinanBatu Bata berdasarkananalisis SWOT, ( kasuskecamatanpiyungan, kabupatenbantul, 
daerahistimewayogyakarta)”. Skripsi, Yogyakarta: UniversitasSanata Dharma Yogyakarta, 2016, 
Hlm. 1 
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dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan  peningkatan 
pendapat rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. 
Selanjutnya diikuti dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 1998 tentang 
pembinaan dan pengembangan usaha kecil.Inti dari peraturan ini adalah adanya 
pengakuan dan upaya untuk memberdayakan mereka. Hal ini sebagaimana 
yangterungkap dalam PP tersebut bahwa usaha kecil bagian integral dari 
perekonomian nasional yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang 
penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional.  
Industri kecil dan menengah yang ada di wilayah Kabupaten Tegal  
mempunyai peranan yang sangat strategis, baik dalam pemerataan kesempatan 
berusaha, pemerataan penyebaran lokasi industri yang mendukung pembangunan, 
pemerataan kesempatan kerja, dan bertujuan untuk membentuk masyarakat 
industri kecil yang mandiri, tangguh, dan berkembang menjadi industri besar. 
Pemerintah Kabupaten Tegal telah melakukan berbagai upaya dalam membina 
pelaku UKM, yaitu melalui kegiatan pelatihan, promosi, bantuan dana bergulir, 
bantuan sarana produksi, magang
2
, studi banding, namun upaya pembinaan 
tersebut belum sepenuhnya dapat menjangkau serta mengatasi permasalahan yang 
dihadapi pelaku IKM selama ini. Permasalahan mendasar untuk sektor industri 
kecil dan menengah di kabupaten Tegal adalah seringnya terhambat dengan 
keterbatasan modal, SDM yang masih kurang mampu, kesulitan untuk 
mendapatkan bahan baku, dan sulitnya pemasaran khususnya produk kerajinan. 
Oleh karena itu perlu adanya terobosan-terobosan dari pihak pemerintah melalui 
                                                          
3
Ibid hlm 5 
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instansi teknis Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka mendukung 
Pertumbuhan UMKM untuk melakukan pembinaan secara kontinyu dan 
berkelanjutan agar UKM tetap bertahan dan berkembang. Hal ini menjadi tugas 
Dinas PelayananTerpaduSatuPintu dan UMKM Kabupaten Tegal yang 
berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang 
pengelolaan sector perindustrian yang berupaya untuk membina industri kecil dan 
menengah agar dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan 
ekonomi masyarakat. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu 
faktor internal yang ada dalam Dinas PelayananTerpadu Satu pintu dalam rangka 
mendukung  pertumbuhan  UMKM di KabupatenTegal itu sendiri maupun faktor 
eksternal yang ada diluar Dinas PelayananTerpadu Satu Pintu tersebut.  
Berdasarkan uraian singkat latar belakang masalah di atas, maka penulis 
tertarik untuk mengemukakan tema mengenai “Peran Dinas PelayananTerpadu 
dalam rangka Mendukung  Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Tegal” untuk 
dijadikan judul penelitian. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian singkat latar belakang masalah di atas, maka masalah yang 
dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Bagaimanakah peran Dinas Pelayanan Terpadu dalam rangka mendukung 
pertumbuhan UMKM di Kabupaten Tegal? 
2. Faktor apakah yang mempengaruhi peran Dinas Pelayanan Terpadu Dalam 
rangka membina pertumbuhan UMKM di Kabupaten Tegal?  
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Untuk mengkaji peran Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka 
mendukung  pertumbuhan UMKM di Kabupaten Tegal. 
2. Untuk mengkaji faktor apa sajakah yang mempengaruhi peran Dinas Pelayanan 
Terpadu Dalam rangka membina pertumbuhan UMKM di Kabupaten Tegal 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitianini secara teoritis bermanfaat untuk menambah wawasan 
pengetahuan ilmu hukum, khususnya tentang peran dinas pelayanan terpadu satu 
pintu dalam rangka mendukung pertumbuhan UMKM. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk memahami peran Dinas 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka mendukung  pertumbuhan UMKM. 
E. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka memiliki tujuan utama yakni memberikan informasi kepada 
pembaca bahwa hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian  yang 
akan dilakukan, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada dan 
mengisi celah-celah penelitian yang ada sebelumnya antara lain : 
1. Ayie Eva Yuliana (2013), mengkaji tentang “Strategi Pengembangan Industri 
Kecil Kerajinan Genteng di Kabupaten Tegal” diketahui bahwa identifikasi 
lingkungan internal pada industri kecil kerajinan genteng di Kabupaten Tegal, 
5 
 
 
 
didapatkan kekuatan utamanya adalah produk memiliki ciri khas dengan kualitas 
produknya dan kelemahan utamanya adalah sulittnya  menambah modal kerja 
untuk pengembangan usaha. Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi 
lingkungan eksternal pada industry kecil kerajinan genteng di Kabupaten Tegal, 
maka didapatkan peluang utamanya adalah 
3
perkembangan teknologi yang 
semakin modern dan ancaman utamanya adalah regenerasi tenaga kerja 
produktif sulit. Perumusan alternatif strategi dengan menggunakan matriks 
SWOT dan kuadran SWOT dihasilkan alternative strategi yang paling utama 
adalah strategi SO(Strenghts -  Oppourtunities) yaitu dengan memanfaatkan 
kekuatan yang dimiliki industri untuk meraih peluang yang ada, dengan 
pengembangan pasar dan adanya inovasi produk. Perumusan alternatif strategi 
berdasarkan matriks IE didapatkan strategi utama yaitu;  strategi pertumbuhan. 
Strategi yang biasa dilakukan pada kuadran ini adalah dengan menurunkan 
harga, mengembangkan produk baru, meningkatkan kualitas , atau 
meningkatkan pasar yang lebih luas. 
2. Mulyadi4, meneliti tentang  „Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan 
Investasi Dan Pertumbuhan Umkm‟, hasil penelitiannya yakni  Pemerintah harus 
menyusun strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan 
berbagai kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat harus berorientasi pada 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat adalah diberikannya pelayanan perizinan yang baik, 
                                                          
3
Suharsimi Arikunto, Manajemen penelitian  (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), hlm. 75 
4
 Budi Mulyadi,  Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan Investasi Dan 
Pertumbuhan UMKM. Universitas suryakancana email: mbudimulyadi@gmail.com masuk: maret 
2018 penerimaan: april 2018 
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hal ini dapat meningkatkan secara kuantitas dan kwalitas pertumbuhan usaha 
mandiri masyarakat. Perizinan adalah instrumen pemerintah untuk 
mengendalikan aktivitas masyarakat, oleh karena itu perizianan memiliki 
peranan yang sangat besar untuk untuk membawa suatu daerah kearah yang 
lebih baik. 
F. Metode Penelitian 
Metode dipahami sebagai jalan atau cara untuk memikirkan dan memeriksa 
sesuatu menurut rencana tertentu, menyangkut cara kerja untuk dapat memahami 
objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Penelitian merupakan suatu 
kegiatan imiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara 
metodologis sistematis dan konsisten. Penelitian merupakan suatu sarana pokok 
dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian 
bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, 
5
metodologis dan 
konsisten, dengan mengadakan analisis dan konstruksi.
6
 Dalam kontek penelitian ini, 
maka metode penelitian dipahami sebagai cara kerja dalam kegiatan ilmiah yang 
berkaitan dengan analisis dan konstruksi hukumnya  mengenai penggelapan dalam 
jabatan. Beberapa hal yang perlu dijelaskan terkait dengan pendekatan penelitian, 
jenis data penelitian,  pengumpulan data, analisis data dan sebagainya  diuraikan 
sebagai berikut. 
 
 
                                                          
 
6
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. 
Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015. hlm. 20 
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1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut 
dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa 
yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.
7
 Penelitian yuridis empiris 
adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan 
hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi 
dalam masyarakat.
8
 Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan 
terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan 
maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, 
setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi 
masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.
9
 Penelitian ini 
dilakukan dengan maksud untuk mengetahui bagaimana peran dinan pelayan terpadu 
dalam rangka mendukung pertumbuhan UMKM di Kabupaten Tegal. 
2. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan 
masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. 
Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau das 
sollen), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini 
menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang 
tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan 
                                                          
7
 Suharsimi Arikunto,2012, Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka 
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pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural 
atau das sein karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang 
diperoleh langsung dari lokasi penelitian.  
Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini 
adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan 
dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang 
merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu 
tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya penyelesaian 
secara litigasi melalui Peradilan Agama. 
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penelitian 
secara tidak langsung melalui media perantara.pada umumnya dapat berupa bukti, 
catatan, atau laporan historis, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik 
yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder penelitian ini 
diperoleh dari dokumen–dokumen bagian pemerintahan dinas pelayanan terpadu 
kabupaten Tegal.  
Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber 
asli atau pihak pertama. Data ini dikumpulkan peneliti secara khusus bertujuan untuk 
menjawab pertanyaan penelitian. Sifat dari sumbernya merupakan hasil observasi 
terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan maupun hasil pengujian. Di 
dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada 
pemerintah dinas pelayanan terpadu di kabupaten Tegal dengan tujuan untuk 
mengetahui peran dinas pelayana terpadu dalam rangka mendukung pertumbuhan 
UMKM di kabupaten Tegal. 
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3. Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang 
mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Data sekunder 
terdiri dari: 
a. Bahan Hukum Primer,  yang meliputi: 
1) Undang Undang Dasar  Tahun 1945 
2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah; 
3) Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan 
Pengembangan Usaha Kecil 
b. Bahan Hukum Sekunder,  yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh 
secara tidak langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan. Bahan hukum 
sekunder: jurnal, literature, buku, laporan penelitian, dan lain sebagainya yang 
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yakni peran Dinas Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu dalam rangka mendukung pertumbuhan UMKM. 
4.   Metode Pengumpulan Data 
 
Dalam penelitian, secara umum dikenal metode pengumpulan data, artinya 
peneliti dapat melakukan penelitian apabila disertai dengan data. Data dipahami 
sebagai segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat 
dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian sesuatu.
10
 
Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 
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wawancara (interview),  studi dokumen atau bahan pustaka, dan pengamatan atau 
observasi. 
Wawancara  merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 
dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara 
dengan si penjawab atau responden yang menggunakan alat dinamakan interview 
guide (panduan wawancara).
11
 Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpul data 
yang dingukan melalui data tertulis dengan mempergunakan conten analysis.
12
 Studi 
dokumen atau pustaka merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas itu sendiri, 
tujuannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila 
peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan 
lebih siap dengan pengetahuan yang lebih mendalam dan lengkap.
13
Data yang 
diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan 
data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul 
kemudian dituangkan dalam bentuk uraian secara logis dan sistematis, selanjutnya 
data tentang peran Dinas Perindustrian dan Penanaman Modal dalam mendukung 
pertumbuhan UMKM dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, 
kemudian ditarik kesimpulan, yaitu hal-hal yang bersifat khusus. 
G. Metode Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif 
artinya data yang diperoleh dari hasil wawancara berupa kata-kata (bukan angka), 
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gambar, rekaman identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan 
oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. 
H. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan penelitian ini direncanakan terdiridari empat bab 
sebagai berikut. 
Bab  I   :  Pendahuluan,  dalam bab ini dikemukakan mengenai  (a) latar 
belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) 
manfaat penelitian, (e) tinjauan pustaka, (f) metode penelitian dan (g) 
sistematika penulisan 
Bab II  : Tinjauan Konseptual, dalam bab ini berisi mengenai (a) tinjauan umm 
peran Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan (b) tinjauan umum 
pertumbuhan UMKM. 
Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang (a) peran Dinas        
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  dalam rangka mendukung 
pertumbuhan UMKM, (b) hambatan Dinas Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu dalam rangka mendukung pertumbuhan UMKM di Kabupaten 
Tegal, dan (c) pembahasan  
Bab  IV:     Penutup,  dalam bab ini berisi (a) simpulan dan (b) saran 
 
 
  12 
 
BAB II  
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
A. Tinjauan Umum Peran UPT Pelayanan Terpadu 
1. Pengertian Peran  
          Peran merupakan suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam 
usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang 
dimilikinya. Seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan 
hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat, maka 
selanjutnya ada kecenderungan akan timbul suatu harapan baru. Dengan 
harapan-harapan ini seseorang kemudian akan bersikap dan bertindak atau 
berusaha untuk mencapainya dengan cara dan kemampuan yang dimiliki. Oleh 
karena itu peranan dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan harapan yang 
terencana seseorang yang mempunyai status tertentu dalam masyarakat.
14
6 
            Menurut Horton, peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang 
yang memiliki suatu status tertentu, dan status adalah kedudukan seseorang 
dalam sekelompok atau kedudukan kelompok dalam kaitannya dengan 
kelompok lain. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya 
sesuai dengan status yang dimilikinya, maka ia telah menjalankan 
peranannya.
15
 Soerjono Soekanto berpendapat peran (role) merupakan aspek 
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dinamis kedudukan (status), apabila seseorang telah melaksanakan hak dan 
kewajibannya sesuai dengan kedudukan atau kedudukan tanpa peran.  
          Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan 
sebagai suatu proses, yang mencakup:
16
  
a. Peranan yang ideal (ideal role) Peranan ideal adalah peranan yang 
dilakukan seseorang atau Lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai yang 
seharusnya dilakukan, dikehendaki dan diharapkan sesuai dengan 
kedudukannya dalam suatu sistem hukum yang telah ditetapkan oleh 
undang-undang. 
b. Peranan yang seharusnya (expected role) Peranan yang dilakukan seseorang 
atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada 
kehidupan masyarakat.  
c. Peranan yang dianggap diri sendiri (perceived role) Peranan yang dianggap 
diri sendiri adalah peranan yang telah dikembangkan antara kehendak 
hukum yang tertulis dengan kenyataan, yang mana kenyataan dalam hal ini 
penegakan hukum harus menentukan dengan kemanpuannya berdasarkan 
kenyataan yang terjadi.  
d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role) Peranan yang dilakukan 
seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit 
di lapangan atau dimasyarakat sosial yang terjadi secara nyata. 
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat dinyatakan bahwa peran 
adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh sekelompok orang 
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atau masyarakat terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan 
tertentu. Apabila dihubungkan dengan Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, peran tidak hanya berarti sebagai hak dan 
kewajiban individu, melainkan bentuk pelaksanaan tugas, fungsi dan 
kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Tegal.  
2. Tinjauan Umum Investasi Di Indonesia  
a. Terminologi Investasi  
                Berdasarkan berbagai kepustakaan hukum ekonomi atau hukum 
bisnis, terminologi penanaman modal dapat berarti penanaman modal yang 
dilakukan secara langsung oleh investor lokal, investor asing dan 
penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing. 
Untuk mengetahui, apakah ada perbedaan makna antara penanaman modal 
dengan investasi, berikut dikutip berbagai pengertian investasi yang antara 
lain:
17
  
1) Kamus Istilah Keuangan dan Investasi menggunakan istilah investment 
(investasi) yang mempunyai arti : “penggunaan modal untuk 
menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan 
maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke risiko yang lebih 
tinggi. Investasi dapat pula berarti menunjuk ke suatu investasi 
keuangan (di mana investor menempatkan uang dalam suatu sarana) 
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atau menunjuk ke investasi suatu usaha seseorang yang ingin memetik 
keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya”.  
2) Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, menjelaskan istilah 
investment atau investasi, penanaman modal digunakan untuk : 
“Penggunaan barang-barang produsen atau barang-barang konsumen. 
Dalam arti yang semata-mata bercorak keuangan, investment mungkin 
berarti penempatan dana-dana kapital dalam suatu perusahaan selama 
jangka waktu yang relatif panjang, supaya memperoleh suatu hasil yang 
teratur dengan maksimum keamanan”. 
3) Kamus Ekonomi mengemukakan, invesment (investasi) mempunyai 2 
makna yakni: pertama, investasi berarti pembelian saham, obligasi dan 
benda-benda tidak bergerak, setelah dilakukan analisa akan menjamin 
yang dilekatkan dan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor 
tersebut yang membedakan investasi dengan spekulasi. Kedua, dalam 
teori ekonomi investasi berarti pembelian alat produksi (termasuk di 
dalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal berupa uang.  
4) Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan, investasi berarti: 
pertama, penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek 
untuk tujuan memperoleh keuntungan; dan kedua, jumlah uang atau 
modal yang ditanam.  
          Berdasarkan berbagai pengertian investasi tersebut dapat dinyatakan 
bahwa tidak ada perbedaan yang prinsipil antara pengertian investasi dengan 
penanaman modal. Istilah investasi lebih banyak digunakan dalam dunia 
usaha, sedangkan istilah penanaman modal digunakan dalam bahasa 
16 
 
 
 
perundang-undangan. Makna dari investasi atau penanaman modal adalah 
kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan 
menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk 
melakukan usaha dengan tujuan mendapatkan hasil atau keuntungan pada 
suatu waktu.  
b. Fungsi Investasi  
            Investasi menjadi suatu kebutuhan karena investasi dapat menjadi 
salah satu metode/cara bagaimana menyiapkan masa depan yang belum 
pasti menjadi suatu kepastian. Investasi merupakan suatu tindakan 
“mengorbankan” uang sekarang dalam rangka memperoleh uang di masa 
mendatang sehingga masa depan menjadi lebih baik. Sejumlah studi yang 
dilakukan di beberapa negara sedang berkembang menunjukkan bahwa 
dalam rangka pembangunan nasional di suatu negara, sangat didorong oleh 
keinginan untuk sesegera mungkin menuntaskan kemiskinan di negara 
tersebut.  
            Studi mengenai fungsi dan peran investasi dalam suatu negara 
menunjukkan tingkat berimbang dan saling ketergantungan mengenai 
investasi dan ekses yang ditimbulkannya. Pada umumnya studi-studi 
tersebut mengemukakan beberapa asumsi dasar, antara lain:  
1) Investasi berperan positif bagi kegiatan perekonomian suatu negara. 
2) Investasi menimbulkan ekses tertentu baik di bidang ekonomi, sosial, 
politik, budaya, dan hukum.  
3) Investasi tidak mungkin ditolak hanya karena menimbulkan ekses 
negatif. 
17 
 
 
 
4) Terdapat urgensi perlunya manajemen investasi melalui instrumen 
hukum untuk meminimalisasi ekses yang ditimbulkannya. Hal ini 
tidaklah berlebihan karena investasi merupakan satu kebutuhan yang 
bersifat mendasar.
18
 
           Pemaknaan/pengertian serta keberadaan tentang penanaman modal 
erat kaitannya dengan teori yang dianut oleh negara penerima modal. 
Sedikitnya terdapat 3 (tiga) teori dasar berkaitan dengan hubungan antara 
negara penerima modal dengan penanaman modal khususnya penanaman 
modal asing, yaitu :  
1) Teori Ekstrim, teori ini menolak dan tidak menginginkan timbulnya 
ketergantungan dari negara-negara terhadap penanaman modal, 
khususnya penanaman modal asing. Kelompok ini dengan tegas 
menolak adanya penanaman modal asing, karena dianggap sebagai 
kelanjutan dari bentuk dan proses kapitalisme. Pelopor aliran ini adalah 
Karl Marx dan Robert Magdoff.  
2) Teori Nasionalisme dan Populisme, menurut teori ini pada penanaman 
modal asing. Modal asing sering memiliki posisi produksi di mana usaha 
penanaman modal itu berdomisili. Akan muncul pembangunan yang 
tidak seimbang (law of uneven development) yang akhirnya memberi 
kemakmuran pada segelintir orang dan kemelaratan pada sebagian 
lainnya. Rekomendasi yang dikemukakan oleh kelompok ini adalah 
harus dilakukan pembatasan ruang gerak sedemikian rupa sehingga 
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modal asing tidak mempunyai posisi dominan. Pelopornya antara lain 
Streeten dan Stephen Hymer.  
3) Teori Realistis, teori ini melihat peranan penanaman modal asing secara 
ekonomi tradisional dan implikasinya senyatanya. Teori ini 
menyandarkan analisnya pada kondisi rill, di mana penanaman modal 
asing dapat membawa pengaruh pada perkembangan dan modernisasi 
ekonomi terhadap negara penerima modal asing. Ada atau tidak 
pengaturan dan fasilitas yang diberikan oleh negara penerima modal, 
tidaklah merupakan suatu permasalahan yang mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap perkembangan modal asing. Pelopor aliran ini 
adalah Raymond Vermon dan Charles P. Kindleberger.
19
 
c. Sumber-Sumber Hukum Investasi 
          Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macam 
yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Sumber hukum 
materiil ialah tempat darimana materi hukum itu diambil. Sumber hukum 
materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, 
misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi 
(pandangan keagamaan dan kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, 
perkembangan internasional, dan keadaan geografis. Sumber hukum formal 
merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan 
bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. 
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Sumber hukum yang diakui umum sebagai hukum formal ialah undang-
undang, perjanjian antarnegara, yurisprudensi, dan kebiasaan.
20
  
d. Asas-Asas Investasi  
           Aturan hukum adalah ketentuan kongkret tentang cara bersikap 
tindak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum merupakan 
realitas dari asas hukum. Dengan demikian pada akhirnya semua peraturan 
hukum harus dapat dikembalikan pada asas hukumnya.
21
 Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 
dicantumkan asas-asas yang mendasari pembentukan Undang-Undang 
tersebut. Pada pasal 3 Ayat (1) beserta penjelasannya disebutkan:  
1) Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang 
meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang 
penanaman modal.  
2) Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat 
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. 
3) Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan 
dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan.  
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4) Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu 
perlakuan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan 
perundangundangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan 
penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara 
asing dan penanam modal asing lainnya.  
5) Asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam 
modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk 
mewujudkan kesejahteraan rakyat.  
6) Asas efisiensi berkeadilan, yaitu penanaman modal dengan 
mengedepankan efesiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan 
iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.  
7) Asas berkelanjutan, yaitu asas yang secara rencana mengupayakan 
berjalannya proses pembagunan melalui penanaman modal untuk 
menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, 
baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.  
8) Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal yang 
dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan 
perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. 
9) Asas kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan 
tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup 
diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan 
ekonomi; dan  
21 
 
 
 
10)  Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu 
asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah 
dalam kesatuan ekonomi nasional.  
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal 
a. Tugas Pokok dan Fungsi  
              Perwujudan keikutsertaan pemerintah Kabupaten Tegal di bidang 
penanaman modal terlihat dengan dibentuknya perangkat daerah terkait 
kegiatan penanaman modal yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang dalam 
perkembangannya telah mengalami beberapa kali perubahan dimana 
sebelumnya merupakan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Daerah. DPMPTSP dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi 
dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan 
Lembaga Teknis Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 
Nomor 12 Tahun 2009, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu:   
1) DPMPTSP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan daerah di bidang pelayanan penanaman modal dan perizinan 
terpadu yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain 
sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
22 
 
 
 
2) DPMPTSP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menyelenggarakan fungsi:  
a) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan penanaman modal dan 
pelayanan perizinan terpadu;  
b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di 
bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu; 
c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan 
pelayanan perizinan terpadu; 
d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang 
penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;  
e) Pengelolaan administratif.  
            Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada investor, 
dalam Pasal 25 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 secara 
tegas dikemukakan bahwapelayanan dilakukan secara terpadu dalam satu 
pintu. Sebagaimana diharapkan dapat membantu investor dalam 
memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai 
penanaman modal. Jika dilihat dari tataran normatif tentu hal ini cukup 
menggembirakan bagi calon-calon investor. Disebut demikian, karena 
segala sesuatu yang menjadi kebutuhan investor dapat dijelaskan secara 
komprehensif oleh petugas yang telah diberi kewenangan untuk itu. Hal ini 
juga ditegaskan dalam Pasal 26 Ayat (2), Pelayanan Tepadu Satu Pintu 
dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman 
modal yang mendapat pendelegasian atau perizinan dan nonperizinan di 
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tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan 
perizinan dan nonperizinan di provisi atau kabupaten/kota.  
4. Perkembangan Investasi Di Kabupaten Tegal 
 a. Tahun 2016 Investasi di Kabupaten Tegal pada Tahun 2016 didominasi oleh 
sektor pertanian, perkebunan dan perikanan yang mengalami kenaikan yaitu 
sebesar 5,40 (yoy). Meningkatnya sektor pertanian terkonfirmasi dari 
realisasi penyerapan oleh BULOG yang sampai dengan November 2016 
telah menyerap 90,2% beras atau sebanyak 135,48 ribu ton dari target 2016 
sebesar 150 ton. Hal tersebut tidak lepas dari dukungan pemerintah 
Kabupaten Tegal yang telah melakukan berbagai upaya peningkatan 
produksi pertanian baik intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, 
pembangunan dan perbaikan infrastruktur pertanian, cetak sawah baru serta 
distribusi pupuk online agar distribusi pupuk dapat dilakukan dengan tepat 
sasaran. Sektor perkebunan seperti karet, kopi, tebu dan buah-buahan 
tercatat mengalami penurunan dikarenakan terjadinya kemarau panjang dan 
penurunan produksi akibat terbatasnya bahan baku. Strategi yang dilakukan 
pemerintah antara lain melakukan efisiensi biaya, perawatan mesin serta 
meningkatkan output dengan menggunakan teknik produksi yang baik.  
b. Tahun 2017 di tengah proses pemulihan ekonomi nasional yang tidak 
secepat perkiraan, perekonomian Tegal di tahun 2017 mampu mencatat 
pertumbuhan yang cukup tinggi yakni 5,21% (yoy), hal ini didorong oleh 
pertumbuhan investasi yang jauh di atas rata–rata historis dalam 5 tahun 
terakhir, serta membaiknya realisasi belanja Pemerintah Daerah. Di sisi 
produksi, kinerja perekonomian Tegal di tahun 2017 ditopang meningkatnya 
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kinerja sektor konstruksi, serta pertumbuhan pesat pada sektor industri 
pengolahan. Dari sisi produksi, perekonomian Tegal di tahun 2017 ditopang 
oleh sektor industri pengolahan, sektor konstruksi dan sektor perdagangan. 
c. Tahun 2018 investasi di Kabupaten Tegal di tahun 2018 didominasi oleh 
investasi bangunan, antara lain ditopang oleh pembangunan infrastruktur 
strategis oleh pemerintah maupun pembangunan dan perluasan industri. Di 
sisi proyek infrastruktur pemerintah, penyelesaian Jalan Tol sehingga 
konstruksinya masih terus dipercepat. Tahun 2018, realisasi investasi 
Kabupaten Tegal mencapai 5,63 milyar, atau sejumlah 82,93% dari target 
investasi sejumlah 6,8 milyar. Pencapaian ini menempatkan Tegal di posisi 
ke-8 atas realisasi investasi PMDN tertinggi di nasional pada tahun 2018. 
Adapun PMDN terbesar berasal dari sektor konstruksi sejumlah 96,71% 
sejalan dengan percepatan pembangunan infrastruktur jalan tol.  
B. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 
UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 
tentang UMKM. Pada pasal 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2008 bahwasanya 
dalam pasal Undang-Undang tersebut menguraikan usaha mikro adalah usaha 
kecil yang produktif milik perorangan dan atau milik badan usaha perorangan 
yang memiliki kriteri usaha mikro sesuai aturan pada Undang-Undang di atas. 
Usaha mikro adalah usaha kecil yang berdiri sendiri atau perorangan atau milik 
badan usaha sendiri yang merupakan salah satu usaha ekonomi produktif. Baik 
dikuasai atau menjadi bagian, langsung maupun tidak langsung, mulai usaha 
menengah atau usaha besar yang sesuai dengan kriteria usaha mikro atau kecil 
yang mana telah dimaksud pada UU. 
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Beberapa peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi    
UMKM    diantaranya    UUD 1945  merupakan  pondasi  dasar hukum  di indonesia  
Pasal  5  ayat(1),  Pasal  20,  Pasal27  ayat  (2),  Pasal  33, UU  No.9  Tahun1995, 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-
RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat 
yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur 
perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan   berkeadilan, 
Peraturan Presiden No.5    Tahun    2007 mengenai program Kredit Usaha Kecil bagi 
pembiayaan oprasional UMKM, UU No.20 Tahun 2008 tentang perberdayaan 
UMKM bagi perekonomian  di  Indonesia,  dan  yangterbaru adalah Paket 4 
Kebijakan Ekonomi“kebijakan  Kredit   Usaha  Rakyat   (KUR) yang  lebih  murah  
dan luas”  bagi  UMKM. 
UMKM sebagai Pendorong Perekonomian Joseph Alois Schumpeter pertama 
kali mengemukakan teorinya dalam bukunya yang berjudul The Theory of Economic 
Development pada tahun 1911 menggunakan bahasa Jerman. Teori Schumpeter ini 
lebih menekankan pada pentingnya peranan pengusaha dalam mewujudkan 
pertumbuhan ekonomi dengan terus menerus membuat inovasi di dalam kegiatan 
ekonomi. Menurut Schumpeter, proses inovasi dan pelakunya yaitu para pengusaha 
atau entrepreneur menjadi faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi.  
Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk 
nasional Bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan 
tumbuh dan berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Defenisi pertumbuhan 
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ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan 
output perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan keniakan taraf hidup 
diukur dengan output riil perorangan. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi 
memiliki defenisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan 
output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi 
tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan 
demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula 
kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi 
pendapatan. Pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan 
dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dari segi tingkat pendidikan, 
distribusi pendapatan yang merata dan perubahan struktur ekonomi. 
Inovasi yang dimaksud meliputi beberapa unsure seperti memperkenalkan 
suatu produk baru, mempertinggi efisiensi suatu produk, mengadakan perluasan 
pasar suatu barang, dan mengadakan perubahan organisasi produksi untuk 
mempertinggi eksistensi yang memungkinkan timbulnya proses imitasi dimana 
pengusaha melakukan pengembangan teknologi baru Keberadaan bank dalam 
menjalankan fungsinya untuk menyalurkan kredit harus bermanfaat dan dapat 
dirasakan langsung oleh siapa saja, khususnya bagi pelaku bisnis atau pengusaha.  
Pemerintah sangat mendorong, mendukung, dan membantu kepada sektor 
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), agar UMKM menjadi penopang 
tatanan perekonomian Indonesia, sehingga perekonomian Indonesia dapat 
berkembang terutama melalui sektor UKM. Hal ini dikarenakan di negara seperti 
Korea dan China yang mempunyai sektor UKM yang kuat, kondisi ekonomi negara 
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tersebut lebih tahan terhadap krisis dan tahan terhadap distorsi-distorsi yang 
menurunkan perkembangan ekonomi
22
.          
Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menopang 
pembangunan ekonomi adalah dengan memberdayakan dan menumbuhkan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai dasar pembangunan ekonomi 
kerakyatan
23
 Hal tersebut disebabkan sektor UMKM memiliki beberapa keunggulan 
salah satunya menurut Supriyanto (2006) adalah  kemampuan bertahan menghadapi 
krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Selain terbukti mampu 
bertahan terhadap krisis ekonomi, menurut Permana UMKM juga memiliki peran 
yang sangat strategis dan penting dalam perekonomian Indonesia.
24
  
Menurut Putra  menyebutkan bahwa peran usaha mikro, kecil dan menengah 
(UMKM) dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari: 
1). kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sector 
2). penyedia lapangan kerja yang terbesar 
3). pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan 
masyarakat 
4). pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta  
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 Alyas dan M. Rakib, 2017. Strategi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah 
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5). sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. 
25
 
Karena besarnya peran UMKM dalam perekonomian, pemerintah telah 
membuat beberapa kebijakan yang menguntungkan sektor UMKM. Menurut 
Prasetyo (2019) kebijakan tersebut berupa penurunan pajak UMKM, pemberian 
bantuan pemasaran dan pelatihan hingga penerapan Online Single Submission 
(OSS). Kebijakan-kebijakan tersebut terbukti berhasil membuat sektor UMKM 
tumbuh subur. Rasio wirausaha di Indonesia pada tahun 2014 hanya 1,55% 
kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 1,65%. Puncaknya pada 
tahun 2017 melonjak nyaris dua kali lipat menjadi 3,1%. Kabupaten Tegal adalah 
salah satu kabupaten yang terletak di bagian barat laut Provinsi Jawa Tengah.  
Pertumbuhan sektor UMKM di Kabupetan Tegal mengalami kondisi pasang 
surut. Pada tahun 2011 terdapat 56.333 pengusaha kecil menengah, sedangkan tahun 
2014 cenderung menurun yaitu sebanyak 29.134 pengusaha kecil menengah dengan 
jumlah tenaga kerja yang terserap 120.351 orang 
26
(Bappeda Kabupaten Tegal, 
2015). Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Tegal memiliki potensi yang cukup besar 
disebabkan dua hal. Pertama, Kabupaten Tegal memiliki jalur transportasi yang 
strategis di persilangan arus transportasi Semarang-Cirebon-Jakarta dan Jakarta-
Tegal-Cilacap yang dapat menjadi faktor pendukung pertumbuhan UMKM. Kedua, 
secara demografis, Kabupaten Tegal juga memiliki penduduk usia produktir (15-64 
tahun) yang cukup besar sehingga bisa menjadi modal utama dalam meningkatkan 
pertumbuhan UMKM.  
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Pembangunan ekonomi wilayah dengan pendekatan geografi dan disajikan 
secara spasial kewilayahan dapat menjadi salah satu bahan kajian dalam perencanaan 
strategi untuk pengembangan potensi kewilayahan suatu daerah
27
. Dibutuhkan 
analisis persebaran UKM di Kabupaten Tegal sebagai salah satu bahan pertimbangan 
dalam pengembangan sektor UKM. Analisis persebaran UKM di Kabupaten Tegal 
dilakukan dengan menampilkan jumlah UKM di Kabupaten Tegal dan kaitannya 
dengan kondisi sosial dan geografis suatu wilayah. Harapannya, melalui penelitian 
ini, pemerintah ataupun pihak-pihak terkait dapat menganalisis sebaran UKM di 
Kabupaten untuk mengoptimalkan UKM yang sudah ada dan memacu terbentuknya 
UKM-UKM baru.  
Jumlah UKM Kabupaten Tegal tahun 2019 adalah 173.113. UKM tersebut 
tersebar tidak merata di 18 kecamatan. Jumlah dan sebaran UKM di Kabupaten 
Tegal diklasifikasikan dengan rumus sturgess sehingga menghasilkan wilayah 
dengan kriteria jumlah UKM rendah, sedang, dan tinggi (Tabel 1).  
Tabel 1. 
Rentang klasifikasi jumlah UKM 
 
Kelas Rentang Nilai 
Rendah 4.960 - 9.958 
Sedang 9.959 – 15.957 
Tinggi 15. 958 – 21. 956 
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Yogyakarta). Media komunikasi geografi, vol.19 No.1 Juni  hlm 121-120 
30 
 
 
 
          Hasil klasifikasi UKM dengan rumus sturgess menunjukkan bahwa sebanyak 
10 kecamatan (55,56 %) kategori rendah, 7 kecamatan (38,89 %) kategori sedang, 
dan hanya 1 kecamatan (5,56 %) kategori tinggi (Gambar 3). Dapat disimpulkan 
bahwa sebagian besar UKM (55,56 %) di Kabupaten Tegal termasuk dalam kategori 
rendah. Terdapat 10 kecamatan dengan kategori jumlah UKM rendah antara lain 
Kecamatan Bumijawa, Bojong, Balapulang, Pagerbarang, Lebaksiu, Jatinegara, 
Kedungbanteng, Suradadi, dan Warureja Jumlah UKM paling sedikit terdapat di 
Kecamatan Kedungbanteng sejumlah 3.961 UKM.  
           Sepuluh (10) kecamatan dengan kategori jumlah UKM rendah di Kabupaten 
Tegal merupakan kecamatan yang tidak mengandalkan sektor UKM sebagai roda 
penggerak perekonomian. Kecamatan-kecamatan tersebut lebih mengandalkan sektor 
pertanian atau pariwisata sebagai roda penggerak perekonomian daerah. Kecamatan 
Kedungbanteng dikenal sebagai kawasan pedesaan, 81,62 % penduduk di Kecamatan 
Kedungbanteng bekerja di sektor pertanian (BPS Kabupaten Tegal, 2019). Hanya 
ada sekitar 18,38 % penduduk yang bekerja di sektorsektor lain. Oleh karena itu 
jumlah UKM di Kecamatan Kedungbanteng paling rendah di antara kecamatan-
kecamatan yang lain yakni 3.961 UKM.  
            Kecamatan lain yang termasuk dalam kategori jumlah UKM rendah adalah 
Kecamatan Bumijawa. Kecamatan Bumijawa secara geografis terletak di lereng 
Gunung Slamet merupakan kecamatan yang mengandalkan sektor pertanian
28
 (BPS 
Kabupaten Tegal, 2019). Sektor pertanian mampu menyerap 79,08 % tenaga kerja 
yang ada. Kecamatan Bumijawa juga memiliki sektor pariwisata sebagai sektor 
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andalan. Terdapat Obyek Wisata (OW) Guci yang terkenal di kalangan wisatawan 
domestik dengan pemandangan indah lereng Gunung Slamet serta pemandian air 
panasnya. Kecamatan dengan kategori jumlah UKM tertinggi adalah Kecamatan 
Adiwerna dengan jumlah UKM sebanyak 21.955. Kecamatan Adiwerna merupakan 
kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Tegal dengan 536 jiwa 
per km2
29
 (BPS Kabupaten Tegal, 2019). 
Sebagian besar penduduk di Adiwerna bekerja di sektor perdagangan dan 
industri. Kedua lapangan pekerjaan tersebut menyerap hingga 33,45 % dan 31,62% 
pada tahun 2018. Tercatat 65,07 % penduduk di Kecamatan Adiwerna bekerja di 
sektor perdagangan dan industri. Industri konveksi dan tekstil merupakan sektor 
UKM yang cukup terkenal di Kecamatan Adiwerna. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa ada beberapa faktor yang bisa menjadi pendorong ataupun penghambat suatu 
daerah untuk menumbuh kembangkan sektor UKM. Salah satu faktor yang 
menentukan adalah kondisi geografis suatu wilayah. Sebagai contoh, Kecamatan 
Bumijawa yang terletak di lereng Gunung Slamet lebih mengandalkan sektor 
pertanian dan pariwisata karena kesuburan tanah dan pemandangan alamnya.  
Di sisi lain, Kecamatan Adiwerna yang berada di dataran rendah dan terletak 
di perkotaan maka mendorong sektor UKM untuk berkembang dan tumbuh subur. 
Kondisi sosial dan budaya juga dapat menjadi salah satu faktor pendorong atau 
penghambat dalam mengembangkan sektor UKM di suatu wilayah. Kecamatan 
Kedungbanteng yang terletak di kawasan pedesaan sebanyak 81,62 % penduduknya 
bekerja di sektor pertanian sehingga jumlah UKM di wilayah tersebut relatif kecil. 
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Upaya pengembangan sektor UKM di Kabupaten Tegal dapat diintegrasikan dengan 
sektor-sektor perekonomian yang lain. Sebagai contoh, sektor pertanian yang 
merupakan sektor andalan di Kecamatan Bumijawa dan Kecamatan Kedungbanteng 
dapat dikembangkan menjadi industri pertanian baik dengan skala kecil, menengah, 
ataupun besar.  
Melalui sentuhan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan atau penyajian 
hasil pertanian maka sektor UKM juga dapat ikut berkembang di kecamatan-
kecamatan tersebut. Sektor UKM perlu dikembangkan karena terbukti memiliki daya 
serap tenaga kerja yang cukup tinggi sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Melalui pelatihan softskill seperti teknik untuk mempromosikan sebuah 
produk serta manajemen keuangan maka sektor UKM dapat berkembang di 
Kabupaten Tegal. Sektor UKM berpotensi untuk berkembang di Kabupaten Tegal 
dengan dua alasan. Pertama, pendudukan usia produktif di Kabupaten Tegal 
terbilang cukup besar. Penduduk usia produktif yang memiliki pendidikan dan 
keterampilan kerja dapat menjadi agen-agen penggerak perekonomian dan kemajuan 
masyarakat melalui sektor UKM.  
Kedua, Kabupaten Tegal memiliki posisi yang cukup strategis karena terletak 
di persilangan arus transportasi Semarang-Cirebon Jakarta dan Jakarta-Tegal-Cilacap 
dengan fasilitas pelabuhan di Kota Tegal. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk 
menumbuhkan dan mengembangkan UKM terutama di titik-titk transportasi yang 
strategis. Selain itu, posisi strategis tersebut juga memudahkan pemasaran produk 
UKM di Kabupaten Tegal untuk dipasarkan ke kota-kota lain 
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BAB III  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Peran dinas pelayanan terpadu dalam rangka mendukung pertumbuhan 
UMKM di Kabupaten Tegal. 
Negara kesejahteraan dikenal sebagai sebuah negara dimana kekuasaan 
diorganisasikan secara sengaja (melalui politik dan administrasi) untuk digunakan 
dalam memodifikasi kekuatan pasar. Menurut Muchsan 
30
 agar setiap individu dalam 
melakukan kebebasannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka, 
dibutuhkan adanya keamanan dan ketertiban hukum. Dengan adanya fourable 
climate dapatlah diciptakan kesejahteraan masyarakat. Jadi dalam negara yang 
bernafaskan liberalisme , perwujudan kesejahteraan masyarakat lebih banyak 
diserahkan kepada masyarakat itu sendiri sehingga fungsi negara terbatas  hanya 
dituntut menciptakann suatu situasi yang dapat melancarkan kesejahteraan tersebut.  
Dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, politik hukum di Indonesia  
harus mengarahkan pembangunan hukum  untuk mendukung terwujudnya 
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan . Pembangunan  hukum dilaksanakan  
melalui pembaharuan materi hukum dengan tetap memperhatikan  kemajemukan 
hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya meningkatkan kepastian 
dan perlindungan hukum , penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) , 
kesadaran hukum serta pelayanan hukum yang berintikan  keadilan dan kebenaran, 
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ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang semakin 
tertib, teratur , lancar serta berdaya saing global
31
.  Globalisasi yang antara lain telah 
mendorong terciptanya konsep globalisasi ekonomi dan perdagangan berkaitan 
dengan pergeseran konsep ekonomi yang semula planned economy kemudian beralih 
ke market economy. Dalam sistem planned economy yang perencanaannya bertolak 
pada ide negara kesejahteraan (welfare state) , peran negara dalam melakukan  
pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara inklusif aktivitas 
ekonomi, bertumpu pada kaidah hukum yang syarat dengan pertimbangan 
kepentingan umum bahkan berwujud pada kepentingan negara.  
Disini hukum dipakai sebagai pemberi keweangan-kewenangan baru kepada 
pemerintah dan segenap aparatnya atau juga sebagai pemberi legitimasi-legitimasi 
pada setiap tindakan pemerintah.
32
 Dalam bingkai planned economy menurut 
Jammie Mackie, bahwa dalam situasi iklim  perekonomian yang berlangsung dalam 
suasana politik yang sangat terpusat dan sangat berdasarkan hubungan keluarga, para 
pengusaha tertentu Indonesia harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh 
dengan para pejabat sipil dan militer Indonesia. Pengembangan daya saing UMKM 
merupakan bagian dari kegiatan perekonomian nasional sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 33 UUD 1945. Hal-hal pokok atau kebijakan secara umum yang 
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berkaitan dengan pengembangan daya saing UMKM dalam UU No 20 tahun 2008 
adalah sebagai berikut :
33
 
a. Pengertian iklim usaha dan pengembangan UMKM  
1) Pasal 1 ayat (9) “Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah dan 
pemerintah daerah untuk memberdayakan UMKM secara sinergis melalui penetapan 
berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan 
ekonomi agar usaha mikro kecil dan menengah memperoleh pemihakan, kepastian, 
kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha seluas-luasnya”  
2) Pasal 1 ayat (10) “Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, 
pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, 
kecil dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan 
bantuan perkuatan untukk pendampingan dan bantuan perkuatan untuk 
menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM Agar UMKM 
di era liberalisasi ini tetap berkembang semestinya maka diperlukan perlindungan. 
Perlindungan hukum bagi UMKM dalam menghadapi leberalisasi ekonomi tersebut 
memiliki arti penting karena : Pertama, UMKM termasuk salah satu pilar 
pembangunan ekonomi yang dibina dan dilindungi pemerintah; Kedua, UMKM  
mempunyai potensi untuk berkembang dengan  baik sehingga diharapkan sanggup 
terjun ke arena ekonomi global; dan ketiga adanya ketangguhan dan kemandirian 
usaha, maka ekonomi rakyat ini mempunyai prospek yang cerah dalam menghadapi 
perekonomian sistem pasar bebas.  
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Sebagai akibat dari kurangnya perlindungan, maka UMKM  di Indonesia 
menjadi sulit berkembang. Ciri-ciri keterbelakangan UMKM seperti keterbatasan 
modal, kualitas sumber daya manusia, kelemahan penguasaan teknologi yang 
seharusnya diperlakukan sebagai akibat tidak adanya perlindungan dan 
pemberdayaan yang memadai. Praktik bisnis jenis usaha ini justru dilihat sebagai 
faktor penyebab dan kelemahan serta keterbelakangan UMKM. Penguatan UMKM 
dalam kebijakan ekonomi politik pemerintah sering salah arah atau tidak tepat 
sasaran memberdayakan dan melindungi  dalam persaingan bisnis. Untuk tidak 
terjadi seperti itu maka diperlukan prinsip-prinsip perlindungan hukum UMKM 
menghadapi leberalisasi ekonomi, karena prinsip hukum  adalah suatu hal yang 
sangat mendasar bagi suatu konsep hukum, termasuk pengembangan politik UMKM. 
Sedangkan kebijakan bidang hukum oleh pemerintah adalah untuk dapat menjaga 
keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kerangka penegakan hukum.  
Adapun peran pemerintah dalam pengembangan UMKM yang disebutkan 
dalam Pasal 7 ayat (1) adalah pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan 
iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang 
meliputi aspek: Pendanaan, Sarana dan prasarana, Informasi usaha, Kemitraan, 
Perizinan usaha, Kesempatan berusaha, Promosi dagang dan Dukungan 
kelembagaan.  Izin kegiatan usaha merupakan suatu bentuk pengaturan atau regulasi 
pengendalian pemerintah terhadap aktivitas usaha individual yang secara langsung 
maupun tidak langsung berhubungan dengan lingkungan fisi, ekonomi dan sosial. 
Kelembagaan terdiri dari bentuk lembaga atau organisasi pemberian 
perizinan, peraturan mendapatkan perizinan, sosialisasi penyuluhan dan 
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pendampingan, konsekuensi dan keharusan UMKM mendapatkan perizinan, biaya 
yang harus dibayar dan prosedur mendapatkan perizinan. Dalam karakteristik 
UMKM terdapat faktor internal UMKM meliputi modal yang dimiliki, umur, jenis 
kelamin, pendidikan dan pengalaman, letak lokasi UMKM dari instansi perizinan 
serta bidang usaha yang dilaksanakan.
34
  
Perizinan kegiatan usaha lebih diperlukan untuk: a) Melaksanakan kegiatan 
usaha, memperluas usaha atau mengembangkan jaringan usaha UMKM; b) Sebagai 
formalitas usaha yang menjamin jaminan bagi calon mitra dan atau stakeholder; c) 
Menghindari pungutan liar. 
Menghadapi era globalisasi UMKM dituntut dapat meningkatkan efisiensi 
untuk menghadapi persaingan. Salah satu unsur pendukung efisiensi adalah adanya 
jaringan usaha dan kemitraan. Jaringan usaha dan kemitraan akan lebih mudah 
diwujudkan jika UMKM yang sudah mendapat status formal. Untuk itu idealnya 
usaha mikro dan kecil bergabung dalam koperasi. Kondisi pelayanan perizinan yang 
selama ini rumit, prosedur yang panjang, waktu yang lama, ketidakjelasan biaya, dan 
banyaknya praktik pungutan liar adalah potret buram dari buruknya pelayanan 
publik. Kondisi seperti ini sudah pasti berpengaruh besar terhadap lambannya 
investasi dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas pelayanan publik 
merupakan upaya yang harus dilakukan terpola, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh 
semua jajaran aparatur pemerintah. Salah satu langkah strategis untuk mendorong 
upaya perbaikan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat itu adalah dengan 
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melakukan pelayanan perizinan secara terpadu. Dengan menyederhanakan dan 
mengintegrasikan pelayanan perizinan dalam satu tempat, diharapkan berbagai 
persyaratan dapat diparalelkan, waktu pemrosesan akan lebih cepat, biaya akan lebih 
jelas dan efisien sekaligus menekan praktik pungutan liar. Sehubungan dengan hal 
itu, pemerintah telah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2006 tentang 
paket perbaikan iklim investasi.  
Instruksi Presiden tersebut pada intinya mengamanatkan kepada beberapa 
instansi pemerintah untuk segera melakukan beberapa kebijakan program, dan 
tindakan dalam meningkatkan iklim investasi. Salah satunya  adalah dengan 
meningkatkan kinerja dan menyederhanakan proses perizinan. Menindak lanjuti 
instruksi tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
nomor 24 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (PTSP). Landasan pemikiran Permendagri ini adalah keinginan untuk 
mengintegrasikan seluruh proses pelayanan publik, baik perizinan atau non perizinan 
kedalam satu sistem penyelenggaraan terpadu agar birokrasi pelayanan menjadi lebih 
sederhana dan transparan.  
Mengenai perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil telah keluar  Peraturan 
Presiden RI Nomor 98 Tahun 2014 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah 
diperlukan pemberdayaan bagi pelaku UKM. Pemberdayaan itu dengan memberikan 
izin kepada pelaku usaha mikro dan kecil secara sederhana. Izin usaha mikro dan 
kecil (IUMK) merupakan tanda legalitas untuk seseorang berupa izin usaha mikro 
dan kecil dalam bentuk hanya satu lembar. Pada Februari 2015 lalu, pemerintah 
mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah pengurusan UMKM melalui lurah 
38 
 
 
 
atau camat. Kebijakan ini ditandai oleh penandatanganan nota kesepahaman tiga 
menteri yakni Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perdagangan, dan Menteri 
Dalam Negeri.  
Dalam hal perizinan, yang  berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat 
administratif, kaitannya adalah dengan tugas pemerintah dalam hal memberikan 
pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam hal pelayanan publik, izin merupakan 
bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan 
administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi 
yang dibutuhkan oleh publik. Izin dapat berbentuk tertulis dan atau tidak tertulis, 
namun dalam Hukum Administrasi Negara izin harus tertulis, kaitannya apabila 
terjadi sesuatu hal yang tidak diingikan, maka izin yang berbentuk suatu keputusan 
adminstrasi negara (beschicking) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam 
pengadilan. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 9  Tahun 2014 
tentang  Perizinan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, izin untuk UMKM hanya 
1 (satu) lembar dan dapat diterbitkan hanya dalam 1 (satu)  hari oleh kecamatan.  
Dengan selembar izin yang bisa selesai dalam sehari ini, UMKM bisa 
memperoleh 4 (empat) manfaat. Pertama adalah legalitas usaha, kemudian 
kemudahan untuk mendapatkan modal karena sudah legal, lalu akses untuk 
mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah, dan terakhir ialah kesempatan 
untuk memperoleh bantuan pemberdayaan dari pemerintah, Oleh karena itu, para 
pengusaha UMKM perlu segera mengurus izin UMKM tersebut di kecamatan 
masing-masing supaya menjadi legal dan mendapat berbagai kemudahan.  
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Namun demikian implementasi kemudahan perizinan untuk UMKM ini 
masih belum dapat terlaksana di semua daerah karena masih ada kepala daerah yang 
belum mengeluarkan aturan untuk mendelegasikan kewenangan penerbitan izin 
UMKM ke kecamatan. Dari 539 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, baru 
kurang lebih 150 yang sudah menerapkan izin 1 lembar dan 1 hari jadi untuk UMKM 
ini.  Dari 539 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, sekarang baru sekitar 150 
bupati yang menerbitkan aturannya pendelegasian wewenang kepada camat dalam 
penerbitan izin  UMKM.35 
a. Peningkatan Kemampuan Finansial  
Kemampuan finansial melalui perkuatan modal merupakan salah satu peran 
yang dilakukan oleh Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 
dalam  rangka mendukung pertumbuhan UMKM. Salah satu peran pemberdayaan 
industri kecil adalah Peningkatan kemampuan finansial yang menyatakan bahwa 
Berkembangnya beberapa model penguatan finansial bagi usahawan kecil akhir-
akhir ini menunjukkan telah semakin menguatnya komitmen pemerintah, upaya 
pemerintah tersebut terwujud dengan membantu pengembangan usaha kecil melalui 
“pemberian modal sementara”36. 
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b. Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Menuurut Sjaifudin  menyatakan bahwa pengembangan sumber daya 
manusia diharapkan dapat terjadi melalui perbaikan sistem pendidikan formal, 
peningkatan keterkaitan dunia pendidikan dengan pasar kerja dan melakukan 
pembinaan terhadap industri kecil melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia 
secara rutin.
37
 Dalam hal ini pemerintah daerah melalui Dinas penanaman modal dan 
pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Tegal telah mengupayakan pemberdayaan 
dalam mengembangkan sumber daya manusia kepada pengusaha kecil khususnya di 
Kabupaten Tegal melalui pelatihan dan pembinaan. 
c. Strategi Pengaturan dan Pengendalian  
1). Peningkatan Kemudahan dalam Pelayanan Perijinan  
Di Kabupaten Tegal sendiri khususnya pada dinas penanaman modal dan 
pelayanan terpadu satu pintu sudah menyiapkan serta menerapkan langkah strategis 
untuk memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk mendirikan usahanya agar 
memiliki kekuatan hukum. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam konsep 
Usaha Kecil oleh Tohar mengungkapkan bahwa untuk menumbuhkan iklim usaha 
bagi usaha kecil harus melalui aspek perundang-undangan serta aspek kebijakan. 
Salah satu aspek utama adalah perizinan usaha, yang dimaksud disini adalah 
penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan aspek perizinan usaha, 
hal ini dimaksudkan untuk tujuan-tujuan antara lain, untuk menyederhanakan tata 
                                                          
37
 Sjaifudin, Hatifah. 1995. Strategi dan agenda pengembangan Usaha Kecil. Bandung: 
Yayasan Akatiga 
41 
 
 
 
cara dan jenis perizinan dengan mengupayakan sistem pelayanan satu atap. Serta 
memberikan kemudahan persyaratan untuk memperoleh perizinan. 
2). Penguatan Kelembagaan  
Peran pemerintah terutama Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu 
satu pintu Kabupaten Tegal dalam kapasitasnya untuk mengatur serta mengendalikan 
suatu usaha kecil, ini sesuai dengan konsep upaya pemberdayaan industri kecil dan 
UKM salah satunya sebagaimana yang diungkapkan oleh Sjaifudin berpendapat 
bahwa fungsi kelembagaan terkait pembinaan usaha kecil secara terpadu dan 
berjangka panjang harus lebih diefektifkan dengan cara bidang pembinaan, 
pengawasan dan memberi peluang bagi swasta mampun lembaga non pemerintah 
lainnya untuk terlibat dalam pengembangan usaha kecil secara bersama-sama
38
. 
Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Tegal memberi 
peluang bagi pihak swasta untuk terlibat dalam pemberdayaan UMKM. 
1.1 Indikator Keberhasilan Pemerdayaan  
a. Bantuan Dana Bagi Modal Usaha Bantuan dana yang dilakukan pemerintah 
dalam memberdayakan UMKM adalah dengan cara bantuan dan bagi modal 
usaha 
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Tabel 3. 1 Bantuan Dana Sebagai Modal Usaha 
No Kategori Jawaban Frekuansi Persen % 
1 Sangat mengetahui 20 40.0 
2 Mengetahui 30 60.0 
3 Tidak Mengetahui 0 00.0 
4 Sangat tidak mengetahui 0 00.0 
 Jumlah 50 100.0 
Sumber : Data Primer (diolah), 2020 
Berdasarkan hasil survey lapangan yang peneliti lakukan bahwa tentang 
adanya bantuan dana sebagai modal usaha yang diberikan dari pemerintah untuk 
UMKM, para pelaku UMKM dengan kategori jawaban sangat mengetahui sebanyak 
20 (40.0 %) responden, dan yang mengetahui sebanyak 30 (60.0 %) responden. 
Dapat dikatakan bahwa seluruh pelaku usaha UMKM mengetahui adanya bantuan 
dana tersebut melalui bantuan dana modal usaha. 
Hasil pengamatan yang dilakukan peneliti dengan Beberapa Kepala Bidang 
DPMPTSP Kabupaten Tegal  yaitu Teguh Herdi Sancoyo, S.pd selaku Kabid 
Penanaman Modal, Ely Agustina, SE selaku Kabid Pengendalian, dan Nurhadi, SH 
selaku Plt Kepala bidang perizinan. Pemaparan pertama tentang perkembangan 
penanaman modal yang ada di Kabupaten Tegal menurut Teguh Herdi Sancoyo, S.pd 
perkembangan penanaman modal di Tegal mengalami peningkatan yang cukup 
signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Teguh 
Herdi Sancoyo, S.pd: 
 “Jadi untuk perkembangan penanaman modal di Kabupaten Tegal tahun 2017 itu 
hanya mencapai Rp. 265.067.387.900,- di tahun 2018 meningkat Rp. 
43 
 
 
 
1.822.090.185.080,- kemudian untuk tahun 2019 sampai bulan juni ini sudah 
mencapai Rp. 1.865. 822. 967. 479,- ” 39 
 
Peningkatan yang dialami Kabupaten Tegal cukup membanggakan sebagai 
daerah yang masih dalam proses pengembangan di berbagai sektor penanaman 
modal. Kabupaten Tegal sebagai industri logam yang ada di Indonesia, Sebagaimana 
pernyataan beliau pada saat wawancara: 
“Daya tarik yang ada di Kabupaten Tegal sebetulnya banyak sekali. Objek potensi 
yang utamanya menjadi ikon karena Tegal  itu sejak dulu adalah logam.”40  
Menelisik mengenai potensi yang ada di Kabupaten Tegal beliau menanggapi: 
 “Untuk potensi yang ada sekarang lebih banyak lagi utamanya adalah wisata dan 
UMKM.” 
 Objek wisata dan UMKM menjadi sasaran utama Kabupaten Tegal dalam menarik 
investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa 
Kabupaten Tegal memang memiliki banyak potensi wisata, utamanya pantai maupun 
pegunungan, yang bisa dikembangkan lagi untuk bisa dijadikan objek investasi yang 
menggiurkan dan menarik wisatawan dari berbagai kalangan. Kemudian dalam hal 
perijinan dan penanaman modal Kabupaten Tegal mengacu pada Peraturan 
Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2018. Sebagaimana hasil wawancara dengan  Teguh 
Herdi Sancoyo, S.pd selaku Kepala Bidang Penanaman Modal: Dalam hal 
penanaman modal DPMPTSP Kabupataen Tegal menggunakan sumber hukum dari 
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peraturan pemerintah. Sebagaimana yang disampaikan informan pada saat 
wawancara: 
 
 “Untuk perijinan dan penanaman modal, DPMPTSP Kabupaten Tegal mengacu 
pada aturan yang sama yaitu PP No. 24 Tahun 2018. Dengan adanya peraturan ini 
dari pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah memberikan 
kemudahan bagi pengusaha UMKM dan calon investor untuk menguris ijin di 
DPMPTSP melalui Sistem OSS atau Online Single Submission.” 41 
 
Dari penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa saat ini pemerintah pusat 
mengeluarkan peraturan baru dalam penyederhanaan pelayanan publik terkait 
perijinan dan penanaman modal yaitu PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan ini meluncurkan sistem 
penyederhanaan pelayanan publik yang diberi nama Sistem OSS/Online Single 
Submission. OSS (Online Single Submission) adalah ijin berusaha terintegrasi secara 
elektronik. “Sistem OSS ini terintegrasi dengan 20 Kementerian dan lembaga dan di 
masing-masing kementerian dan lembaga tersebut di Breakdown ke daerah dan ada 
Perda dan Perbub yang mengatur untuk rekomendasi teknis masing-masing usaha. 
Tujuan dari Sistem OSS (Online Single Submission) ini adalah untuk mempermudah 
masyarakat menjangkau dalam mengurus perizinan dan penanaman modal di 
Kabupaten Tegal. Pernyataan tersebut dikuatkan kembali dengan penjelasan 
Nurhadi, SH:  
“Dalam konteks OSS, DPMPTSP Kabupaten Tegal diamanatkan 3 (tiga) hal; 
pertama, Layanan Mandiri, kedua, Layanan Pendampingan, ketiga, Layanan VIP. 
Layanan Mandiri adalah ketika pemohon itu bisa melakukan pendaftaran secara 
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langsung, dia bisa melakukan secara mandiri, bisa login sendiri, memperoleh akun 
OSS. Nanti kita sediakan komputer dan jaringan internet. Dalam hal pemohon tidak 
bisa melaksanakan pendaftaran secara mandiri, kita melaksanakan Layanan 
Pendampingan. Untuk investasi diatas 500 juta kita laksanakan Layanan VIP, jadi 
kita Jemput Bola, kita pastikan bahwa investasi itu kita kawal dan sebisa mungkin 
bisa dilaksanakan di Kabupaten Tegal. Jadi, itu normatif dan semuanya sudah diatur 
dalam PP. No. 24. Kalau inovasi-inovasi, sepeti yang saya sampaikan tadi ada 
Jemput Bola.”42 
Dari penjelasan diatas, bahwa berinvestasi di Kabupaten Tegal telah 
didukung dengan segala kemudahan perizinan yang dalam pelakasanaannya dituntut 
cepat, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau. DPMPTSP Kabupaten Tegal 
memfasilitasi dengan sisstem yang terintegrasi secara elektronik. yaitu dengan 
adanya OSS (Online Single Submission) atau sistem perizinan online dan 
pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan ini 
masyarakat tidak perlu repot atau bolak balik ke Dinas teknis (terkait) untuk 
melengkapi persyaratan perizinan yang dimohonkan. Dalam mewujudkan 
peningkatan investasi daerah maka suatu daerah harus memiliki potensi yang dapat 
“dijual” kepada para investor Pemerintah Kabupaten Tegal harus bisa memastikan 
bahwa kawasan ini potensial bagi para investor di tengah perlambatan ekonomi 
domestik dan global. DPMPTSP Kabupaten Tegal melakukan kegiatan promosi 
untuk mengenalkan berbagai potensi UMKM dan peluang investasi yang ada di 
Kabupaten Tegal. Sebagaimana yang disampaikan oleh  Ely Agustina, SE:  
“Untuk mengenalkan apa yang ada di Kabupaten Tegal, di Bidan Promosi 
kita melaksanakan kegiatan Promosi seperti mengikuti kegiatan Pameran, kemudian 
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Publikasi, di Media Sosial (Medsos) kita Upload berita-berita dari DPMPTSP entah 
terkait jenis-jenis perizinan maupun peluang investasi yang bisa kita sampaikan.”43 
Dari hasil pengamatan peneliti, DPMPTSP Kabupaten Tegal memang aktif 
dalam mempromosikan berbagai kebijakan baik itu terkait tentang perijinan maupun 
peluang investasi yang ada di Kabupaten Tegal. Di laman website resmi DPMPTSP 
Kabupaten Tegal sendiri aktif mengikuti berbagai kegiatan diantaranya berpartispasi 
dalam kegiatan Pameran seperti pameran produk unggulan daerah dan 
mempromosikan daya tarik investasi di daerahnya kepada calon investor baik 
investor dalam negeri maupun investor asing. DPMPTSP Kabupaten Tegal dalam hal 
penanaman modal memiliki beberapa bidang yang dimana peran satu bidang yang 
satu dan lainnya saling bidang terhubung dan terkait, yaitu bidang Promosi 
Penanaman Modal dan Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal. 
Dalam bidang promosi penanaman modal melakukan beberapa tahapan penamanan 
modal. penjelasan tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Teguh Herdi 
Sancoyo, S.pd. Selaku Kabid Penanaman Penanaman Modal: 
 ”Di bidang promosi penanaman modal kita melakukan yang namanya FGD 
atau Focus Group Discussion. Di FGD ini akan diidentifikasi peluang-peluang 
investasi, setelah kita mengidentifikasi peluang investasinya, baru kita laksanakan 
penyusunan kajian investasi berupa Project Prospectus”.44 
Peneliti memperjelas kembali dari apa yang informan sampaikan bahwa tahap 
awal dalam memasarkan potensi dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Tegal 
terlebih dahulu melakukan FGD atau Focus Group Discussion. Proses ini bisa 
disebut dengan proses identifikasi potensi-potensi yang ada dan mempunyai nilai 
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untuk di komersilkan. Setelah proses identifikasi selesai barulah ke tahap selanjutnya 
dengan melakukan kajian terhadap peluang investasi yang ada yang disebut sebagai 
Project Prospectus. Project Prospectus berisi Peluang-peluang investasi yang 
nantinya akan ditawarkan kepada calon investor. Proses terakhir setelah penyusunan 
Project Prospectus adalah melakukan Business Gathering (Temu Usaha) sampai 
berujung pada proses MOU (Memorandum of Understanding) atau Perjanjian Kerja 
Sama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Teguh Herdi Sancoyo, S.pd. Selaku Kabid 
Penanaman Modal:  
“Di bidang pengembangan dan pengendalian penanaman modal ada yang 
namanya Business Gathering atau Temu Usaha. Project Prospectus yang sudah 
dibuat dibawa ke temu usaha. Kita pertemukan antara penyedia jasa dan calon 
customer atau calon pemanfaat jasa layanan. Ditahap terakhir nanti disusun adanya 
MoU atau PKS (Perjanjian Kerja Sama). Jadi, Di Bidang Promosi ada 2(dua ) tahap 
yaitu identifikasi dan penyusunan kajian, di Bidang Pengembangan dan 
Pengendalian Penanaman Modal melaksanakan Bussines Gathering sampai dengan 
adanya MOU antara kedua belah pihak”.45 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan peneliti menemukan 
beberapa temuan penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu sebagai 
berikut:  
1. Dalam kaitannya Peran Dinas Penanaman modal dan PTSP dalam rangka 
mendukung pertumbuhan UMKM di Kabupaten Tegal, DPMPTSP melakukan 
inovasi terhadap pelayanan publik sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang dikenal 
dengan istilah OSS (Online Single Submission).  
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2. Upaya dalam menundukung pertumbuhan investasi pada UMKM di Kabupaten 
Tegal, DPMPTSP Kabupaten Tegal melakukan publikasi atau promosi terhadap 
berbagai peluang investasi yang ada melalui media cetak, pamflet, brosur, media 
sosial dan aktif mengikuti berbagai kegiatan pameran investasi.  
3. Penyusunan Project Prospectus (Kajian Peluang Investasi) yang sebelumnya 
dilakukan terlebih dahulu proses FGD (Focus Group Discussion) atau identifikasi 
potensi dan peluang investasi dan kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan 
Business Gathering (Temu Usaha) untuk ditawarkan kepada calon investor sampai 
dengan adanya MOU atau kerjasama antara kedua belah pihak. 
 
2. Faktor yang mempengaruhi dinas pelayanan terpadu dalam rangka 
membina pertumbuhan UMKM di Kabupaten Tegal 
Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) agar mampu berdaya saing tinggi harus dilihat dari kondisi 
UMKM saat ini. Daya saing ditentukan oleh kemampuan Sumber Daya Manusia 
(SDM) untuk memproduksi suatu barang, harga, desain dan faktor lingkungan yang 
memberikan faktor kondusif agar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
mampu bersaing secara ketat.  
Perkembangan UMKM di Negara sedang berkembang dihalangi oleh banyak 
hambatan. Hambatan-hambatan tersebut (atau intetitasnya) bisa berbeda disatu 
daerah dengan di daerah lain atau antara pedesaan dan perkotaan, atau antar sektor, 
atau antar sesama perusahaan di sektor yang sama.  
Masalah-masalah tersebut antara lain adalah: Terbatasnya modal dan akses 
dari sumber dan lembaga keuangan. Keuangan inklusif perlu dimasukkan dalam 
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program pengembangan lembaga keuangan. Penyertaaan modal perlu disertai dengan 
pembimbingan sistem mnajemen. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha. 
Kemampuan manajerial para pelaku UMKM perlu ditingkatkan. Begitu pun sistem 
kadrisasi perlu dibangun. Sering kali dijumpai UMKM hanya one man show, 
sehingga dibutuhkan tim solid yang mampu mewarisi UMKM dari pendirinya. 
Kemampuan pemasaran yang terbatas. Maskipun media online telah berkembang, 
akan tetapi media ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM Namun 
demikian, ada sejumlah persoalan yang umum untuk semua UMKM dinegara 
manapun juga, khususnya di dalam kelompok Negara sedang berkembang. 
Rintangan-rintangan yang umum tersebut termasuk keterbatasan modal kerja 
maupun investasi, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan 
bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses ke informasi mengenai peluang 
pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM 
rendah) dan kemampuan tekhnologi, biaya transportasi dan enerji yang tinggi, 
keterbatasan komunikasi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokasi yang 
kompleks khususnya dalam pengurusan ijin usaha, dan ketidakpastian akibat 
peraturan-peraturan dan kebijaksanaan kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas atau 
tak menentu arahnya.  
Masalah  yang masih krusial dihadapi oleh UMKM di antaranya adalah masih 
rendahnya permodalan. UMKM masih menghadapi kendala dalam menambah 
permodalan, baik untuk modal kerja maupun modal investasi. Dalam hal ini terdapat 
keengganan pihak perbankkan dalam memberikan kredit kepada UMKM. Untuk 
membantu permodalan bagi UMKM ini pemerintah telah mewajibkan kepada 
perbankan untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR ditujukan untuk 
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memperluas akses kredit Perbankan bagi UMKM yang produktif, layak namun 
belum bankable. Kesulitan dalam masalah permodalan, membawa ke masalah 
mendasar yang mempengaruhi proses inovasi dan transformasi UMKM, mengimbas 
pula pada kesulitan dalam pemasaran terutama dari segi pengenalan pasar, penentuan 
harga,  negosiasi, serta jalur distribusi dan penjualan 
46
.  
Di samping itu, pengusaha kecil pada umumnya tidak dapat mempromosikan 
produknya melalui media massa, karena volume pendapatan produksi yang tidak 
mampu menutup biaya promosi. Apabila terdapat biaya promosi, media yang dipilih 
biasanya yang muruah dan mencakup daerah yang sempit, seperti radio swasta 
daerah, selebaran, atau mobil dengan megaphone 
47
. Kendala lain yang cukup krusial 
adalah kesulitan bahan baku, terutama UMKM di sektor processing, dan 
manufacturing.  
Hal ini dapat terjadi akibat minimnya modal kerja sehingga semua transaksi 
harus dilaksanakan dalam bentuk uang tunai. Misalnya pengusaha garmen kesulitan 
untuk memperoleh benang atau pengusaha kecap kesulitan bahan baku kedelai, 
karena sedikitnya penawaran atau kalau ada harganya relative mahal. Di sisi lain, 
fasilitas perlengkapan produksi seperti control kualitas, gudang tempat penyimpanan, 
alat distribusi sering tidak dimiliki oleh pengusaha UMKM. Akibat perlengkapan 
yang kurang lengkap ini berdampak pada terbatasnya jumlah, jenis dan variasi 
produk yang dihasilkan sehingga produk yang dihasilkan menjadi statis dan tidak 
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mampu lagi untuk bersaing di pasar
48
. Berbagai kendala lainnya yang masih sering 
ditemui pada UMKM adalah masih rendahnya kualitas SDM, yang tercermin    
Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 
sebagai berikut:  
 
 
a. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)  
Sumber daya manusia ialah faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia sendiri ialah faktor yang sangat 
berpengaruh pada proses pembangunan, sumber daya manusia ialah subjek 
pembangunan yang memiliki kompetens yang cukup memadai dan baik untuk 
melakukan proses pembangunan, serta cepat atau lambatnya proses pembangunan 
tergantung pada sumber daya manusia tersebut. Efisiensi atau produktivitas yang 
meningkat dikalangan tenaga buruh ialah salah satu faktor berkembangnya manusia 
yang berkaitan erat dengan peningkatan GNP per kapita yang begitu pesat.fenomena 
tersebut disebut oleh para ahli ekonom modern sebagai pembntukan modal insani, 
dimana “proses peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan dan kemampuan 
seluruh penduduk yang bersangkutan. 
Pada umumnya proses tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, dan 
pelayanan sosial. Di Amerika Serikat, Dension mengungkapkan bahwa pengeluaran 
pada th 1929-1957 telah menyumbang 23% pada output nasionl bruto mreka. 
Menurut Solomon Fabricant, naiknya semua produk nasional AS melalui naiknya 
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modal fisik di antara th 1889-1957 itu men yamai jumlah kenaikan yg tercapai 
melaluii peningkatan produktifitas buruh.  
Sejak pertengahan orde baru di Kecamatan Adiwerna berdiri industri 
Konveksi. Adanya industri tersebut dikarenakan ada faktor pendorong yaitu 
keterampilan masyarakat didaerah sekitar dalam hal membuat kain dan menjahit 
yang didapat secara turun dari nenek moyang. 8 Dalam Kecamatan Adiwerna 
tersebar sentra industri di tiga desa desa yakni, Tembok Lor, Tembok Banjaran dan 
Tembok Kidul.  
Kecamatan Adiwerna sebagai sentral pembuatan pakaian baik celana, baju, 
dan lain-lain. Menjadikan wilayah Kecamatan Adiwerna mampu menyerap tenaga 
kerja yang cukup besar, hal ini membuat Adiwerna menjadi terkenal di daerah daerah 
lain khususnya wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. UMKM Konveksi 
berkontribusi banyak dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 44.729 orang, dan 
memiliki pendapatan Rp. 807.409.000,00, serta menyumbang PDRB Kab. Tegal 
sebesar 3,16% di tahun 2015. Namun  muncul masalah yang sering terjadi yaitu 
mengenai sumber daya manusia yang mana pada pemilihan karyawan tidak bisa 
dilakukan secara sembarangan karena berkualitas atau tidaknya produk usaha juga 
dipengaruhi oleh karyawan. Jadi, “persyaratan yang paling penting bagi laju 
pertumbuhan industri ialah manusia. Manusia yang bersedia menyambut baik 
tantangan perubahan ekonomi dan menerima kesempatan yang ada didalamnya. 
Manusia diatas segalanya, yang berdedikasi terhadap pembangunan ekonomi negerin 
ya, dan terhadap kejujuran, kewibawaan, pengetahuan, dan prestasi kerja. 
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b. Faktor Sumber Daya Alam (SDA)  
Faktor sumber daya alam atau tanah ialah faktor utama yang mempengaruhi 
perkembangan suatu perekonomian. “Tanah” dalam ilmu ekonomi digunakan 
sebagaimana mencakup sumber alam seperti letak dan susunannya, kesuburan tanah, 
mineral, kekayaan hutan, iklim, sumber lautan, sumber air dan lainnya. Tersedianya 
sumber daya alam yang melimpah ialah hal yang penting dalam dan bagi 
pertumbuhan suatu perekonomian. Seperti yang dikemukakan oleh Lewis, “Dengan 
hal-hal lain yang sama, orang dapat mempergunakan dengan lebih baik kekayaan 
alamnya dibandingkan apabila mereka tidak memilikinya.”  Sumber daya alam atau 
SDA ialah faktor yang penting dalam perkembangan atau pembangunan ekonomi, 
karena negara yang masih dalam tahap perkembangn masih sangat bergantung pada 
SDA untuk pembangunan negaranya. Pembangunan ekonomi masih dapat 
berlangsung meskipun kekurangan dari segi sumber daya alam. Seperti yang 
dikatakan oleh Lewis, “suatu negara yang dianggap miskin sumber daya alam saat ini 
mungkin dianggap sangat kaya dikemudian hari, tidak saja lantaran dietemukannya 
sumber-sumber yang tersembunyi, tetapi juga karena penggunaan sumber yang telah 
diketahui dengan cara baru.” Jepang merupakan negara seperti itu. Jepang ialah salah 
satu nagara termaju di dunia, meskipun kekurangan dalam segi sumber alam namun 
ia berhasil menemukan penggunaan sumber sumber dengan efisien. Jepang 
melakukan impor bahan tambang dan bahan mentah dari negara lain dan mengatasi 
kekurangan sumber alamnya dengan penelitian baru, teknologi tinggi, dan ilmu 
pengetahuan yang tinggi. Hal ini juga dialami negara Inggris, dimana ia berkembang 
kendati tanpa logam non-belerang dan minyak bumi. 
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Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal dikenal sebagai kawasan 
pedesaan, 81,62 % penduduk di Kecamatan Kedungbanteng bekerja di sektor 
pertanian (BPS Kabupaten Tegal, 2019). Hanya ada sekitar 18,38 % penduduk yang 
bekerja di sektorsektor lain. Oleh karena itu jumlah UKM di Kecamatan 
Kedungbanteng paling rendah di antara kecamatan-kecamatan yang lain yakni 3.961 
UKM.  
Kecamatan lain yang termasuk dalam kategori jumlah UKM rendah adalah 
Kecamatan Bumijawa. Kecamatan Bumijawa secara geografis terletak di lereng 
Gunung Slamet merupakan kecamatan yang mengandalkan sektor pertanian
49
 (BPS 
Kabupaten Tegal, 2019). Sektor pertanian mampu menyerap 79,08 % tenaga kerja 
yang ada. Kecamatan Bumijawa juga memiliki sektor pariwisata sebagai sektor 
andalan. Terdapat Obyek Wisata (OW) Guci yang terkenal di kalangan wisatawan 
domestik dengan pemandangan indah lereng Gunung Slamet serta pemandian air 
panasnya. Namun, jika hanya tergantung pada SDA saja tidak dapat menjamin proses 
pertumbuhan atau pembangunan ekonomi akan meraih kesuksesan, maka disini 
diperlukan SDM atau sumber daya manusia yang dapat mengelola SDA dengan baik. 
Sumber daya alam contohnya seperti: kekayaan akan mineral, hasil alam, kesuburan 
tanah, laut, kekayaan tambang dan lain sebagainya. Jadi kekayaan alam yang 
melimpah belum cukup dalam pertumbuhan ekonomi. hal yang paling penting ialah 
pemanfaatannya secara tepat menggunakan teknologi yang tepat sehingga sumber 
dapat digunakan dalam jangka panjang dan pekerjaannya juga efektif. 
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c. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)  
Perkembangan ilmu pengetahuan akan teknologi dapat dikatakan tumbuh 
sangat pesat, hal itu bisa berpengaruh pada pertumbuhan atau pembangunan ekonomi 
di suatu negara, misalnya, pergantian dalam memproduksi suatu barang yang 
awalnya menggunakan tenaga manusia sekrang sudah digantikan dengan 
menggunakan mesin yang modern dan canggih dimana pengerjaannya akan lebih 
cepan dan lebih efisien dalam menghasilkan produk, dan pada akhirnya 
mempercepan pembangunan dan pertumuhan ekonomi. Perubahan teknologi 
merupakan faktor yang paling penting dalam proses pertumbuhan ekonomi.hasil 
teknik penelitian baru atau hasil pembaharuan ialah perubahan yang berhubungan 
dengan perubahan pada sistem produksi. Faktor produksi yang lain dan produktivitas 
buruh model telah meningkat ketika terjadi perubahan teknologi. 
Tersedianya sarana dan pra sarana yang cukup memadai, seperti tersedianya 
peralatan yang canggih menjadi kekuatan para pelaku industri kecil menengah di 
dalam memproduksi hasil usahanya. Kegiatan yang dapat dilakukan di dalam 
peningkatan IPTEK sistem produksi seperti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 
pengembangan pola desain dan model produksi dan juga peningkatan kemampuan 
SDM berbasis kompetensi dengan pola magang ke Balai Pelatihan terkait. Program 
peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi ini bertolak pada kebijakan Dinas 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal, yaitu meningkatkan kemampuan 
SDM dan teknologi untuk lebih produktif dan efisien. Sehingga diharapkan dapat 
meningkatnya jumlah model dan desain produk industri di Kabupaten  Tegal serta 
pelaku industri kecil menengah mampu di dalam penguasaan teknologi. 
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d. Faktor Budaya  
Faktor budaya termasuk salah satu faktor penting, faktor ini dapat memberi 
dampak pada pertumbuhan ekonomi karena fungsinya dapat mendorong proses 
pembangunan. Contohnya seperti bersikap jujur, kerja keras, sopan, dan lain-lain. 
Namun, faktor ini bisa menjadi penghambat proses pertumbuhan dan pembangunan 
ekonomi. Contohnya dengan adanya sikap anarkis, egois, dan lain-lain. Pertumbuhan 
ekonomi juga dapat dipengaruhi faktor sosial dan budaya. Budaya barat dan 
pendidikan menuntun ke arah skeptisisme dan penalaran (reasoning). Dengan 
ditanamkan semangat yang membara akhirnya menciptkan macam-macam penemuan 
baru dan memunculkan kelas pdagang baru. Faktor budaya menciptakan perubahan 
harapan, pandangan, struktur, dam nilai nilai sosial. Kebiasaan orang untuk 
berinvestasi dan menabung, disinilah orang tersebut akan menikmati resiko berupa 
laba dimasa mendatang. Kecamatan Adiwerna yang berada di dataran rendah dan 
terletak di perkotaan maka mendorong sektor UKM untuk berkembang dan tumbuh 
subur. Kondisi sosial dan budaya dapat menjadi salah satu faktor pendorong atau 
penghambat dalam mengembangkan sektor UKM di suatu wilayah. Kecamatan 
Kedungbanteng yang terletak di kawasan pedesaan sebanyak 81,62 % penduduknya 
bekerja di sektor pertanian sehingga jumlah UKM di wilayah tersebut relatif kecil. 
Upaya pengembangan sektor UKM di Kabupaten Tegal dapat diintegrasikan dengan 
sektor-sektor perekonomian yang lain. Sebagai contoh, sektor pertanian yang 
merupakan sektor andalan di Kecamatan Bumijawa dan Kecamatan Kedungbanteng 
dapat dikembangkan menjadi industri pertanian baik dengan skala kecil, menengah, 
ataupun besar. Mereka mengembngkan apa yang dikemukakan oleh Lewis tentang, 
“hasrat untuk berhemat,” memaksimalkan output melalui input tertentu.  
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Hasilnya, berbagai negara di Eropa, abad ke-18 dan 19 mengalami revolusi 
industri. Terjadinya imigrasi penduduk desa ke kota. Menjamurnya kebutuhan baru. 
Sektor industri akhinya menjadi meluas lebih menjauh. Nilai sosial unit keluarga 
terpisah dan perubahan pandang menggantikan sistem keluarga bersama ini didorong 
dari kebebasan agama dan ekonomi; hal ini dikatakan sangat berkontribusi pada 
pertumbuhan ekonomi modern.  
e. Sumber Daya Modal  
Sumber daya modal adalah faktor yang sangat penting, dimana faktor ini 
sangat dibutuhkan oleh manusia untuk dapat meningkatkan IPTEK dan mengelola 
SDA . Dalam pembangunan ekonomi sumber daya modal berupa barang akan sangat 
membantu kelancaran serta pembangunan, karena untuk memperbaiki dan 
meningkatkan produksi harus adanya barang modal. Modal dapat diartikan sebagai 
persediaan faktor produksi. Pembentukan modal atau akumulasi modal dapat 
diartikan sebagai stok modal naik dalm batas waktu tertentu. Profesor Nurkse 
mengungkapkan, “Makna pembentukan modal ialah, masyarakat tidak melakukan 
keseluruhan kegiatannya saat ini sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 
konsumsi yang mendesak, tetapi mengarahkan sebagaian daripadanya untuk 
pembuatan barang modal, alat-alat dan perlengkapan, mesin dan fasilitas 
pengangkutan, pabrik dan peralannya.”  
Kabupaten Tegal di tahun 2018 didominasi oleh investasi bangunan, antara 
lain ditopang oleh pembangunan infrastruktur strategis oleh pemerintah maupun 
pembangunan dan perluasan industri. Di sisi proyek infrastruktur pemerintah, 
penyelesaian Jalan Tol sehingga konstruksinya masih terus dipercepat. Tahun 2018, 
realisasi investasi Kabupaten Tegal mencapai 5,63 milyar, atau sejumlah 82,93% dari 
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target investasi sejumlah 6,8 milyar. Pencapaian ini menempatkan Tegal di posisi ke-
8 atas realisasi investasi PMDN tertinggi di nasional pada tahun 2018. Adapun 
PMDN terbesar berasal dari sektor konstruksi sejumlah 96,71% sejalan dengan 
percepatan pembangunan infrastruktur jalan tol. Dalam hal ini pembentukan modal 
ialah investasi ke bentuk barang modal yang mampu menaikkan jumlah modal, 
pendapatan, sampai output nasional. Maka, pembentukan modal ialah hal penting 
untuk mengarah ke pembangunan ekonomi. 
a. Faktor Pendukung 
1). Tenaga Kerja yang Cukup Banyak 
Melalui sentuhan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan atau penyajian 
hasil pertanian maka sektor UKM juga dapat ikut berkembang di kecamatan-
kecamatan tersebut. Sektor UKM perlu dikembangkan karena terbukti memiliki daya 
serap tenaga kerja yang cukup tinggi sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Melalui pelatihan softskill seperti teknik untuk mempromosikan sebuah 
produk serta manajemen keuangan maka sektor UKM dapat berkembang di 
Kabupaten Tegal. Sektor UKM berpotensi untuk berkembang di Kabupaten Tegal 
dengan dua alasan. Pertama, pendudukan usia produktif di Kabupaten Tegal 
terbilang cukup besar. Penduduk usia produktif yang memiliki pendidikan dan 
keterampilan kerja dapat menjadi agen-agen penggerak perekonomian dan kemajuan 
masyarakat melalui sektor UKM. 
Tersedianya tenaga kerja yang cukup banyak menjadikan suatu keuntungan 
tersendri bagi industri UMKM selain tidak perlu susuh-susah mencari tenaga kerja 
dari luar desa, juga akan dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di desa 
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itu sendiri. UMKM Kabupaten Tegal pada umumnya memang untuk 
mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat agar jumlah pengangguran dapat 
ditekan. Dalam pelaksanaannya, UMKM sangat berperan dalam mengangkat taraf 
hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membantu 
pemerintah untuk mendayagunakan masyarakat. 
 
2). Dukungan dari Pihak-Pihak Terkait 
 Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada investor, dalam Pasal 
25 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 secara tegas dikemukakan 
bahwapelayanan dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Sebagaimana diharapkan 
dapat membantu investor dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, 
dan informasi mengenai penanaman modal. Jika dilihat dari tataran normatif tentu 
hal ini cukup menggembirakan bagi calon-calon investor. Disebut demikian, karena 
segala sesuatu yang menjadi kebutuhan investor dapat dijelaskan secara 
komprehensif oleh petugas yang telah diberi kewenangan untuk itu. Hal ini juga 
ditegaskan dalam Pasal 26 Ayat (2), Pelayanan Tepadu Satu Pintu dilakukan oleh 
lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat 
pendelegasian atau perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau 
instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provisi atau 
kabupaten/kota. 
Faktor pendorong Dinas Peananaman modal dan pelayanan terpadu satu 
pintu, Kabupaten Tegal dalam pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  antara 
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lain adanya dukungan dari pihak pihak terkait atau adanya kemitraan. Dinas 
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Tegal. Untuk 
menjadikan UMKM menjadi besar diperlukan strategi jitu untuk mencapai tujuan 
dimaksud. Salah satu strategi tersebut adalah menjalin kerjasama kemitraan dengan 
sesama usaha kecil dan usaha besar, punya semangata pantang menyerah, kreatif dan 
inovatif. 
b. Faktor Penghambat  
1). Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia  
Sering kali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh UMKM itu 
seperti yang diungkapkan oleh Jafar pada salah satu point pada faktor internal adalah 
terbatasnya kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut juga dialami oleh UMKM 
dikabupaten Tegal  dengan keterbatasan kualitas SDM nya, unit usaha tersebut relatif 
sulit mengadopsi perkembangan teknologi baru sehingga hal itu tidak secara 
langsungg akan menghambat perkembangan UMKM.  
2). Terbatasnya Akses Pemasaran  
Produkasi UMKM mulai dikenal di dalam kota / daerah sendiri, luar daerah 
bahkan ditingkat nasional. Adanya fasilitas dari pihak-pihak yang berkerjasama 
dalam program untuk mengikuti pameran-pameran, mengadakan bazar produk, dan 
lain-lain. Namun belum maksimal dengan cara yang digunakan seperti pameran dan 
yang lainnya, karena pameran itu hanya mewaliki dari berapa banyak UMKM yang 
ada.  
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3). Terbatasnya Permodalan  
Menurut Jafar mengemukakan bahwa salah satu hambatan atau kendala 
berikutnya yang dihadapi oleh usaja kecil adalah kurangnya permodalan dan 
terbatasnya akses pembiataan permodalan.
50
 Pada permasalahan untuk UMKM 
kabupaten Tegal juga demikian, kesulitan finansial yang dihadapi oleh masyarakat 
insudtri UMKM kerap menjadi kendala untuk mengembangkan maupun memperluas 
usaha ini, walaupun memang akses-akses serta bantuan modal melalui Dinas 
Penanaman modal dan  Pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Tegal telah 
disediakan, melalui pinjaman dari Koperasi Serba Usaha (KSU). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
50
 Hafsah, Muhammad Jafar. 2004. Upaya Pengmbangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). 
Infokop 25, 40-44 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat pula ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam 
rangka mendukung pertumbuhan UMKM di Kabupaten Tegal yaitu dengan 
melakukan inovasi pelayanan publik untuk kemudahan perijinan dan 
investasi di Kabupaten Tegal. Selain itu dengan giat mempromosikan 
berbagai peluang dari Kabupaten Tegal melalui mengenalkan potensi dan 
peluang investasi di Kabupaten Tegal melalui pelaksanaan promosi; media 
cetak, media sosial (Medsos), website dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan 
pameran investasi. Dalam upaya mendukung pertumbuhan Investasi pada 
UMKM di Kabupaten Tegal, DPMPTSP Kabupaten Tegal 
merancang/membuat Kajian Peluang Investasi dalam bentuk Project 
Prospektus. Kajian ini sudah siap untuk ditawarkan kepada calon investor 
untuk ditindaklajuti sampai adanya perjanjian kerjasama antara kedua belah 
pihak. Harapan dengan terjalinnya kerjasama ini bisa meningkatkan tingkat 
investasi yang ada di Kabupaten Tegal. Peran yang dilakukan Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Tegal 
dalam rangka mendukung pertumbhan UMKM cukup baik. Hal ini dapat 
dilihat dengan dibuatnya program-program yang akan dilakukan secara 
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berkelanjutan serta sejalan dengan rencana pembangunan pemerintah daerah 
dan pemerintah pusat 
2. Faktor yang mempengaruhi peran Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu dalam rangka membina pertumbuhan UMKM di 
Kabupaten Tegal yaitu  Tenaga Kerja yang Cukup Banyak dan Dukungan 
dari Pihak-Pihak Terkait menjadi faktor pendukung dalam rangka membina 
pertumbuhan UMKM di kabupaten Tegal, sedangkan Rendahnya Kualitas 
Sumber Daya Manusia, Terbatasnya Akses Pemasaran dan Terbatasnya 
Permodalan menjadi faktor penghambat dalam rangka membina pertumbuhan 
UMKM di Kabupaten Tegal. 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang menjadi saran penulis adalah:  
1. Peran yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal selaku badan yang mengurusi hal-
hal terkait investasi di Kabupaten Tegal haruslah berjalan dengan selalu 
berkoordiasi baik dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat 
sehingga pembangunan dapat bersingkronisasi baik antar program-
program dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.  
2. Perlunya peningkatan kualitas produktif sumber daya manusia agar 
terwujudnya daya saing daerah. Daya saing ditentukan juga oleh 
ketersediaan infrastruktur dan sarana pendukung dengan kualitas tinggi, 
pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi yang canggih, informasi dan 
komunikasi. 
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